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This research aims to determine the taxpayer's understanding of the Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 on tax amnesty . The benefits of this research is 
providing information to interested parties about the understanding of taxpayers against tax 
amnesty . Data collection method used is accidental sampling amounted 120 respondents. 
The results it can be concluded that the taxpayers do not understand the implementation of 
tax amnesty. So as a suggestion to the government in order to improve the understanding of 
taxpayers on tax forgiveness through socialization - socialization is done either in the media 
or through seminars and workshops . 
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Abstrak: 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Manfaat penelitian ini 
adalah dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pemahaman 
wajib pajak terhadap pengampunan pajak. Metode pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dan teknik pengambilan sample adalah accidental sampling berjumlah 120 
responden. Dari hasil analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa para wajib pajak belum 
paham terhadap pelaksanaan UU pengampunanan pajak. Maka sebagai saran bagi pemerintah 
agar dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pengampunan pajak melalui 









A. Latar Belakang 
Sumbangan terbesar penerimaan 
Negara bersumber dari pajak. Hampir 70% 
penerimaan Negara didominasi dari sektor 
pajak. Pemerimtah membutuhkan dana 
yang cukup besar untuk melaksanakan 
pembangunan nasional yang berlangsung 
secara berkesinambungan yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan 
rakyat maka diperlukan dana 
pembangunan yang semakin meningkat 
pula. Hal ini dapat dilihat dari belanja 
pemerintah yang terus meningkat dari 
tahun ke tahun. Tahun 2015 tercatat nilai 
belanja Negara sebesar Rp 2.039,5 Triliun 
meningkat dari tahun 2014 yang hanya 
sebesar Rp 1,764 Triliun sedangkan di 
tahun 2013 belanja Negara hanya sebesar 
Rp 1.683,01 Triliun. 
(www.kemenkeu.go.id) 
Dalam sturktur Anggaran dan 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) 
penerimaan terbesar dari sektor pajak. 
Hampir setiap tahun penerimaan pajak 
terus mengalami peningkatan. Berdasarkan 
data tahun 2014 penerimaan Negara dari 
sector pajak sebesar Rp 1,280,4 Triliun 
naik dibandingkan tahun 2013 hanya 
sebesar Rp 1.193 Triliun. Tetapi pada 
tahun 2015 terjadi fenomena bahwa 
penerimaan pajak turun sebesar 16% 
dibandingkan dengan tahun 2014 dimana 
tahun 2015 penerimaan pajak yang tercatat 
hanya sebesar Rp 1.201,7 Triliun. 
(www.kemenkeu.go.id). 
Untuk kembali meningkatkan 
penerimaan Negara dari sektor pajak 
dibutuhkan upaya-upaya nyata serta 
implementasi dalam kebijakan pemerintah. 
Upaya-upaya yang dapat dilakukan dapat 
berupa intensifikasi dan ekstensifikasi 
pajak. Kegiatan intensifikasi pajak dapat 
dilakukan dengan meningkatkan jumlah 
wajib pajak serta peningkatan jumlah 
penerimaan pajak yang sudah ada. 
Sedangkan ekstensifikasi pajak merupakan 
perluasan subjek dan objek pajak yang 
belum tersentuh oleh pemerintah. 
Pemerintah dapat membuat dan 
menerapkan kebijakan perpajakan yang 
dapat menarik minat masyarakat untuk 
menjadi wajib pajak. Salah satu kebijakan 
pemerintah yang saat sekarang sedang 
dilaksanakan adalah kebijakan tax amnesty 
(pengampunan pajak). Kebijakan ini 
diharapkan dapat berjalan sesuai dengan 
tujuannya yaitu peningkatan likuiditas 
domestic, perbaikan nilai tukar rupiah, 
suku bunga lebih kompetitif dan 
peningkatan investasi. 
Sehubungan dengan pengampunan 
pajak tersebut, belum lama ini tepatnya 
pada tanggal 1 Juli 2016, Pemerintah telah 
mengeluarkan Undang-Undang No. 11 
Tahun 2016 tentang tax amnesty 
(pengampunan pajak). Tax Amnesty 
adalah penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang, tidak dikenakan 
sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 
pidana dibidang perpajakan dengan cara 
mengungkap harta dan membayar uang  
tebusan. Selain itu Undang-undang ini 
juga mengatur yang boleh mengikuti 
program pengampunan pajak adalah semua 
warga Negara Indonesia yang telah ber-
NPWP. Bagi wajib pajak yang mengikuti 
tax amnesty akan memperoleh beberapa 
keuntungan antar lain penghapusan pajak 
yang seharusnya terutang, tidak dikenai 
sanksi administrasi dan sanksi pidana, 
tidak dilakukan pemeriksaan, penghentian 
proses pemeriksaan, kerahasiaan data 
wajib pajak dijamin keamanannya, dan 
pembebasan pajak penghasilan untuk balik 
nama harta tambahan. 
Sejak digulirkannya undang-
undang ini masih terdapat pro dan kontra 
dari masyarakat. Bagi mereka undang-
undang ini hanya salah satu usaha 
pemerintah agar mendapatkan data  wajib 
pajak yang banyak menyimpan dana dan 
mempunyai harta tak bergerak di luar 
negeri serta ada juga wajib pajak yang 
belum melaporkan hartanya di dalam SPT 
Tahunan Pajak Penghasilan. Sedangkan 
pelaksanaan undang-undang baru di 
pertengahan tahun menimbulkan banyak 
persepsi yang berbeda untuk ikut dalam 
pengampunan pajak.  Dari latar belakang 
permasalahan di atas, maka penulis 
bermaksud untuk melakukan riset 
mengenai “ Pemahaman Wajib Pajak 
Terhadap Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang 
Pengampunan Pajak” (Studi Kasus Wajib 
Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Palembang Ilir Barat) 
 
B. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah pada penelitian 
ini adalah “bagaimana pemahaman wajib 
pajak terhadap Undang-Undang No. 11 
Tahun 2016 tentang pengampunan pajak? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui bagaimana 
pemahaman wajib pajak terhadap 
Undang-Undang No. 11 Tahun 
2016 tentang pengampunan pajak 
 
TINJAUAN PUSTAKA DAN 
METODOLOGI 
 
1. Tinjauan Pustaka 
a. Pengertian Tax Amnesty 
(Pengampunan Pajak) 
Menurut Undang-Undang RI No. 
11 Tahun 2016 (2016, h. 1), Pengampunan 
Pajak adalah penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 
administrasi perpajakan dan sanksi pidana 
di bidang perpajakan, dengan cara 
mengungkap Harta dan membayar Uang 
Tebusan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini.  
Wajib pajak adalah orang pribadi 
atau badan yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan di bidang 
perpajakan. Pengampunan pajak berlaku 
bagi semua wajib pajak melalui 
pengungkapan harta yang dimiliki dalam 
surat pernyataan. Pengecualian untuk 
wajib pajak yang sedang dilakukan 
penyidikan dan berkas penyidikannya telah 
dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, wajib 
pajak yang sedang dalam proses peradilan 
atau menjalani hokum pidana atas tindak 
pidana di bidang perpajakan. 
 
b. Tujuan Pengampunan Pajak 
Menurut Undang-Undang RI No. 11 
Tahun 2016 (2016, h. 3), tujuan 
pengampunan pajak antara lain: 
1. Mempercepat pertumbuhan dan 
restrukturisasi ekonomi melalui 
pengalihan Harta, yang antara lain 
akan berdampak terhadap 
peningkatan likuiditas domestik, 
perbaikan nilai tukar Rupiah, 
penurunan suku bunga, dan 
peningkatan investasi; 
2. Mendorong reformasi perpajakan 
menuju sistem perpajakan yang 
lebih berkeadilan serta perluasan 
basis data perpajakan yang lebih 
valid, komprehensif, dan 
terintegrasi; dan 
3. Meningkatkan penerimaan pajak, 
yang antara lain akan digunakan 
untuk pembiayaan pembangunan. 
 
c. Tarif dan Cara Menghitung Uang 
Tebusan 
Menurut Undang-Undang RI No. 11 
Tahun 2016 (2016, h. 4), Tarif Uang 
Tebusan atas Harta yang berada di dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia atau Harta yang berada di luar 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang dialihkan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan diinvestasikan di dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dalam jangka waktu paling 
singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
dialihkan, adalah sebesar:  
a. 2% (dua persen) untuk periode 
penyampaian Surat Pernyataan pada 
bulan pertama sampai dengan akhir 
bulan ketiga terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku; 
b) 3% (tiga persen) untuk periode 
penyampaian Surat Pernyataan pada 
bulan keempat terhitung sejak 
Undang-Undang ini mulai berlaku 
sampai dengan tanggal 31 Desember 
2016; dan 
c) 5% (lima persen) untuk periode 
penyampaian Surat Pernyataan 
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 
sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 
 
Menurut Undang-Undang RI No. 11 
Tahun 2016 (2016, h. 5), Tarif Uang 
Tebusan atas Harta yang berada di luar 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia  dan tidak dialihkan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah sebesar: 
a) 4% (empat persen) untuk periode 
penyampaian Surat Pernyataan pada 
bulan pertama sampai dengan akhir 
bulan ketiga terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku; 
b) 6% (enam persen) untuk periode 
penyampaian Surat Pernyataan pada 
bulan keempat terhitung sejak 
Undang-Undang ini mulai berlaku 
sampai dengan tanggal 31 Desember 
2016; dan 
c) 10% (sepuluh persen) untuk periode 
penyampaian Surat Pernyataan 
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 
sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 
 
Menurut Undang-Undang RI No. 11 
Tahun 2016 (2016, h. 5), Tarif Uang 
Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran 
usahanya sampai dengan 
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 
ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak 
Terakhir adalah sebesar: 
a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi 
Wajib Pajak yang mengungkapkan 
nilai Harta sampai dengan 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau 
b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak 
yang mengungkapkan nilai Harta lebih 
dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, 
untuk periode penyampaian Surat 
Pernyataan pada bulan pertama sejak 
Undang-Undang ini mulai berlaku 
sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 
 
d. Syarat Untuk Mengikuti 
Pengampunan Pajak  
1. Wajib Pajak ber NPWP 
2. Membayar Uang Tebusan 
3. Wajib Pajak telah melaporkan SPT 
Tahunan PPh Tahun Pajak 
Terakhir 
4. Melunasi Seluruh Tunggakan 
5. Mencabut Permohonan: 
 Pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak 
 Pengurangan atau 
penghapusan sanksi 
administrasi dalam SKP dan 
atau STP yang terdapat pokok 
pajak terutang 
 Pengurangan / pembatalan 
ketetapan pajak yang tidak 
benar 
 Gugat, keberatan, banding dan 
PK 
 Pembetulan atas Surat 
Ketetapan Pajak dan surat 
keputusan 
6. Membuat surat pernyataan 
mengalihkan dan 
menginvestasikan harta ke dalam 
wilayah NKRI selama 3 tahun 
(khusus repatriasi) 
7. Membuat surat pernyataan tidak 
mengalihkan harta ke luar wilayah 
NKRI 




e. Pemahaman Wajib Pajak 
Pemahaman adalah proses, cara, 
perbuatan memahami atau memahamkan 
(artikata.com). Wajib pajak adalah orang 
pribadi atau badan (subjek pajak) yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk 
melakukan kewajiban perpajakan, 
termasuk pemungut pajak atau pemotong 
pajak tertentu (id.wikipedia.org). 
Menurut penelitian Pancawati 
Hardiningsih (2011) yang berjudul Faktor-
faktor yang Mempengaruhi Kemauan 
Membayar Pajak, pengetahuan pajak 
adalah proses pengubahan sikap dan tata 
laku seorang wajib pajak atau kelompok 
wajib pajak dalam usaha mendewasakan 
manusia melalui upaya pengajarandan 
pelatihan. Pengetahuan akan peraturan 
perpajakan masyarakat melalui pendidikan 
formal maupun non formal akan 
berdampak positif terhadap kesadaran 
wajib pajak untuk membayar pajak. 
Pengetahuan peraturan perpajakan dalam 
sistem perpajakan yang baru, wajib pajak 
diberikan kepercayaan untuk 
melaksanakan kegotong royongan nasional 
melalui sistem menghitung, 
memperhitungkan, membayar, melaporkan 
sendiri pajak yang terutang. Dengan 
adanya sistem ini diharapkan para wajib 
pajak mengetahui akan fungsi pembayaran 
pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat 
terwujud keadilan. Yang dimaksud adil 
disini wajib pajak menghitung dengan 
sesuai ketentuan perpajakan dan 
pemerintah menggunakan semua ini sesuai 
kebutuhan guna untuk membangun negara. 
Indikator pengetahuan peraturan 
perpajakan disini  antara lain;  
a. Kepemilikan NPWP bagi 
setiap wajib pajak yang 
mempunyai penghasilan.  
b. Pengetahuan akan kepemilikan 
NPWP sudah terdaftar di KPP.  
c. Pengetahuan bahwa NPWP ini 
sarana pengadministrasian 
pajak.  
d. Pengetahuan akan NPWP ini 
sebagi tanda pengenal diri atau 
identitas wajib pajak untuk 
menjaga ketertiban membayar 
pajak.  
e. Pengetahuan bahwa NPWP 
hanya diberikan pada setiap 
wajib pajak,kecuali wanita 
kawin yang tidak hidup 
terpisah atau tidak melakukan 





f. Pengetahuan bahwa jika wajib 
pajak yang sudah ber NPWP 
mempunyai kewajiban untuk 
membayar pajak secara 
berkala.  
g. Pengetahuan akan peraturan 
perpajakan dapat diperoleh 
melalui pengajaran dan 
pelatihan.  
Pemahaman wajib pajak terhadap 
peraturan  perpajakan   adalah  cara  wajib   
pajak dalam  memahami  peraturan  
perpajakan   yang telah ada. Wajib pajak 
yang tidak memahami peraturan 
perpajakan secara jelas cenderung akan 
menjadi wajib pajak yang tidak taat. Setiap 
wajib   pajak   yang   telah   memahami   
peraturan sangat baik, biasanya akan 
melakukan aturan perpajakan  yang  sesuai  
dengan  apa  yang tercantum di dalam 
peraturan yang ada. Indikator pemahaman 
akan peraturan perpajakan antara lain : 
a) Pemahaman wajib pajak yang 
mau membayar pajak harus 
mempunyai NPWP.  
b) Pemahaman akan hak dan 
kewajiban perpajakan.  
c) Pemahaman akan sanksi 
perpajakan jika mereka lalai 
akan kewajibannya.  
d) Pemahaman wajib pajak akan 
PTKP, PKP, dan Tarif Pajak.  
e) Pemahamanan akan SSP, 
Faktur Pajak, Surat 
Pemberitahuan harus 
dicantumkan NPWP.  
f) Paham akan pemberian kode 
dalam NPWP yang terdiri 
dari 15 (lima belas digit). 
g) Pemahaman akan peraturan 
perpajakan melalui sosialisasi 
yang dilakukan oleh KPP. 
 
2. Metodologi 
Sesuai dengan permasalahan 
dan uraian pada latar belakang 
sebelumnya, jenis penelitian yang 
penulis gunakan adalah penelitian 
deskripstif kualitatif, dengan tujuan 
agar penulis dapat mendeskripsikan 
atau menggambarkan secara 
sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta dari fenomena 
yang diteliti. Data yang digunakan 
adalah data primer dengan teknik 
pengambilan sample menggunakan 
non probability sampling dengan 
metode accidental sampling adalah 
teknik pengambilan sample  dengan 
mengambil responden sebagai 
sample secara kebetulan, yaitu siapa 
saja yang kebetulan bertemu dengan 
peneliti dapat digunakan sebagai 
sample. Jumlah sample pada 
penelitian ini sebanyak 120 
responden yang berhasil peneliti 
temui pada berbagai tempat. 
Adapun teknik analisis yang 
penulis gunakan dalam pengolahan 
data adalah dengan menggunakan 
teknik tabelaris dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
a. Mengelompokkan hasil jawaban 
Ya dan Tidak 
b. Menjumlahkan berapa banyak 
jawaban Ya. 
c. Jumlah jawaban Ya dibagi 
dengan total pertanyaan masing-
masing variable kemudian dikali 
dengan 100%. 
d. Hasil persentase dari masing-
masing variabel maka dapat 
ditarik kesimpulan tentang 
seberapa banyak pemahaman 
wajib pajak tentang Undang-
Undang Republik Indonesia  
Nomor 11 Tahun 2016. (Susilo, 
2014) 
 
HASIL ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN 
 
1. Rekapitulasi Hasil Kuesioner  
Dari hasil penyebaran 
kuesioner dengan jumlah pertanyaan 
sebanyak 14 pertanyaan yang penulis 
sebarkan kepada responden didapat 
sebaran jawaban sebagai berikut, 
sebanyak 566 responden menjawab 
Ya, sebanyak 970 responden 
menjawab Tidak, dan sebanyak 144 
responden tidak memberikan jawaban. 
Ada beberapa responden yang 
berkomentar tentang Undang-Undang 
No 11 tahun 2016, yang menyatakan 
kebingungan mereka terhadap 
pelaksanaan pengampunan pajak, 
seperti kurangnya informasi dan 
sosialisasi yang dilakukan pemerintah 
dan tidak ada penjelasan secara detail 
bagaimana cara mengikuti 
pengampunan pajak, sehingga 
membuat mereka bingung dan tidak 
terlalu mengerti mengenai Undang-
Undang No 11 tahun 2016, namun ada 
beberapa sudah mengerti tentang UU 
tersebut dan  setuju dengan adanya 
Undang-Undang No 11 tahun 2016 
tidak hanya dapat meningkatkan 
penerimaan pajak tetapi juga dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
 
Tabel 1.  
Rekapitulasi Hasil Kuesioner 
No Pertanyaan 
Jawaban Total 
jawaban Ya Tidak Kosong 
1 
Apakah Anda Wajib Pajak Orang 
Pribadi Non Usahawan? 
107 13 - 120 
2 
Apakah Anda Wajib Pajak Orang 
Pribadi Non Usahawan dengan lebih 
dari satu pemberi kerja? 
3 117 - 120 
3 
Apakah Anda Wajib Pajak Orang 
Pribadi Usahawan ? 
2 - 118 120 
4 Apakah Anda Wajib Pajak Badan? 8 112 - 120 
5 
Apakah wajib pajak mengetahui 
bahwa UU nomor 11 tahun 2016 
adalah mengenai pengampuan pajak 
(tax amnesty) ? 
113 7 - 120 
6 
Apakah wajib pajak mengetahui 
bahwa pengampunan atas kewajiban 
perpajakan sampai dengan akhir 
Tahun Pajak Terakhir, yang belum 
atau belum sepenuhnya diselesaikan 
oleh Wajib Pajak ? 
 
67 53 - 120 
7 
Apakah wajib pajak mengetahui tarif 
dan cara menghitung uang tebusan 
atas harta yang berada di Negara 
Republik Indonesia atau harta yang 
berada di luar Negara Indonesia yang 
dialihkan dan diinvestasikan di 
16 104 - 120 
Negara Indonesia ? 
 
8 
Apakah wajib pajak mengetahui tarif 
dan cara menghitung uang tebusan 
atas harta yang berada di Negara 
Republik Indonesia atau harta yang 
berada di luar Negara Indonesia tapi 
tidak dialihkan dan diinvestasikan 
di Negara Indonesia ? 
 
12 108 - 120 
9 
Apakah wajib pajak mengetahui tarif 
dan cara menghitung uang tebusan 
atas  nilai utang yang berkaitan secara 
langsung dengan perolehan harta 
tambahan ? 
 
7 103 10 120 
10 
Apakah wajib pajak mengetahui 
tatacara penyampaian surat 
pernyataan, penerbitan surat 
keterangan dan pengampunan atas 
kewajiban perpajakan ? 
 
11 109 - 120 
11 
Apakah wajib pajak mengetahui bank 
persepsi yang ditunjuk untuk 
menerima pengalihan harta ke 
Wilayah Indonesia ? 
 
82 33 5 120 
12 
Apakah wajib pajak mengetahui dana 
repatriasi akan diinvestasikan dalam 
bentuk apa dalam waktu 3 tahun ? 
 
10 110 - 120 
13 
Apakah Wajib Pajak mengetahui 
perbedaan repatriasi dan deklarasi ? 
 
15 96 9 120 
14 
Menurut Anda Apakah kebijakan Tax 
Amnesty akan  meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak? 
 
113 5 2 120 
 TOTAL JAWABAN 566 970 144 1680 
Sumber: Penulis, 2016 
 
2. Pembahasan Tentang Wajib Pajak 
Tabel. 2 






se Ya Tidak Kosong 
Apakah Anda Wajib Pajak Orang 
Pribadi Non Usahawan? 
107 13 - 120 
 
89% 
Apakah Anda Wajib Pajak Orang 
Pribadi Non Usahawan dengan lebih 
dari satu pemberi kerja? 
3 117 - 120 
2,5% 
Apakah Anda Wajib Pajak Orang 
Pribadi Usahawan ? 
2 - 118 120 
 
2% 
Apakah Anda Wajib Pajak Badan? 8 112 - 120 6,5% 
Total Jawaban 120 242 118 480 100% 
Sumber : Penulis, 2013 
 
 
Dari hasil rekapitulasi tentang wajib pajak 
terlihat bahwa sebagian besar responden 
adalah sebagai wajib pajak orang pribadi 
non usahawan sebanyak 107 responden 
atau sebesar 89%. Untuk wajib pajak 
orang pribadi non usahawan dengan lebih 
dari satu pemberi kerja sebanyak 3 
responden atau sebesar 2,5%, wajib pajak 
orang pribadi usahawan sebanyak 2 
responden atau sebesar 2%, dan wajib 
pajak badan sebanyak 8 responden atau 
sebesar 6,5%. 
 
3. Pembahasan Tentang Pemahaman 
Wajib Pajak Terhadap Undang-
Undang No. 11 Tahun 2016 
 
Pada pembahasan mengenai 
pemahaman wajib pajak terhadap UU No. 
11 Tahun 2016, penulis kelompokkan 
menjadi 3 (tiga ) bagian yaitu pertama: 
pembahasan untuk pemahaman wajib 
pajak terhadap pemberlakuan UU, dan tarif 
nilai tebus, kedua: pembahasan 
pemahaman wajib pajak terhadap tatacara 
untuk ikut program pengampunan pajak, 
dan pengetahuan mengenai dana repatriasi 
dan deklarasi, ketiga: pembahasan 
mengenai tanggapan wajib pajak mengenai 
program pengampunan pajak apakah dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Tabel. 3 
Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pemahaman Wajib Pajak  




jawaban Ya Tidak Kosong 
Apakah wajib pajak mengetahui 
bahwa UU nomor 11 tahun 2016 
adalah mengenai pengampuan pajak 
(tax amnesty) ? 
113 7 - 120 
Apakah wajib pajak mengetahui 
bahwa pengampunan atas kewajiban 
perpajakan sampai dengan akhir 
Tahun Pajak Terakhir, yang belum 
atau belum sepenuhnya diselesaikan 
oleh Wajib Pajak ? 
 
67 53 - 120 
Apakah wajib pajak mengetahui tarif 
dan cara menghitung uang tebusan 
atas harta yang berada di Negara 
Republik Indonesia atau harta yang 
berada di luar Negara Indonesia yang 
dialihkan dan diinvestasikan di 
Negara Indonesia ? 
 
16 104 - 120 
Apakah wajib pajak mengetahui tarif 
dan cara menghitung uang tebusan 
atas harta yang berada di Negara 
Republik Indonesia atau harta yang 
berada di luar Negara Indonesia tapi 
tidak dialihkan dan diinvestasikan 
di Negara Indonesia ? 
 
12 108 - 120 
Apakah wajib pajak mengetahui tarif 
dan cara menghitung uang tebusan 
atas  nilai utang yang berkaitan secara 
langsung dengan perolehan harta 
tambahan ? 
 
7 103 10 120 
TOTAL JAWABAN 215 375 10 600 
Sumber : Penulis, 2016 
 
% Jawaban ya = 
215
600
𝑥 100% = 36 % 
% Jawaban tidak = 
375
600
𝑥 100% = 62 % 
% Jawaban kosong = 
10
600
𝑥 100% = 2 % 
 
 
Sumber, Penulis, 2016 
Gambar 1 
Diagram Persentase Pemahaman WP Terhadap  
Pemberlakuan UU dan Tarif Nilai Tebus 
  
Dari hasil jawaban responden 
terlihat bahwa 62% responden belum 
mengetahui pemberlakuan UU No. 11 
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 
dan berapa besar tariff dan cara 
menghitung nilai tebus. Sebagian besar 
jawaban responden menyatakan tidak ada 
informasi secara detail mengenai tariff dan 
cara mengitung uang tebusan, serta 
bagaimana jika mereka ingin ikut dalam 
program pengampunan pajak. Menurut 
salah satu responden yaitu Dedeh Farida 
salah seorang pengusaha bisnis kuliner 
menyatakan kurangnya informasi dan 
sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 
menyebabkan banyak wajib pajak tidak 
mengetahuinya selain itu tidak ada 
penjelasan secara rinci bagaimana 
menghitung nilai tebus untuk aset UMKM. 
Selain belum tersosialisasikan dengan baik 
ke masyarakat, ditambah dengan faktor 
ketidaksiapan petugas pajak banyak wajib 
pajak yang akhirnya malah bingung. Ini 
terutama dialami kelas menengah baik 
statusnya sebagai karyawan maupun 
UMKM. 
 Namun ada juga responden yang 
mengetahui pemberlakuan UU 
pengampunan pajak seperti  menurut salah 
satu responden Retno Budi Lestari 
mengatakan bahwa Undang-Undang 
tersebut pernah di sosialisasikan di tempat 
beliau bekerja. Sedangkan menurut Halim 
Effendi salah satu pengusaha yang 
memiliki usaha toko sepeda mengatakan 
bahwa UU No 11 Tahun 2016 membahas 
mengenai pengampunan pajak dimana 
wajib pajak akan dibebaskan dari sanksi 
pajak. Seperti yang diungkapkan oleh 







pengampunan atas kewajiban perpajakan 
sampai dengan akhir tahun pajak terakhir 
yang belum atau belum sepenuhnya 
diselesaikan oleh wajib pajak. 
 
Tabel. 4 
Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pemahaman Wajib Pajak Terhadap  




jawaban Ya Tidak Kosong 
Apakah wajib pajak mengetahui 
tatacara penyampaian surat 
pernyataan, penerbitan surat 
keterangan dan pengampunan atas 
kewajiban perpajakan ? 
 
11 109 - 120 
Apakah wajib pajak mengetahui bank 
persepsi yang ditunjuk untuk 
menerima pengalihan harta ke 
Wilayah Indonesia ? 
 
82 33 5 120 
Apakah wajib pajak mengetahui dana 
repatriasi akan diinvestasikan dalam 
bentuk apa dalam waktu 3 tahun ? 
 
10 110 - 120 
Apakah Wajib Pajak mengetahui 
perbedaan repatriasi dan deklarasi ? 
 
15 96 9 120 
TOTAL JAWABAN 118 348 14 480 
Sumber : Penulis, 2016 
 
% Jawaban ya = 
118
480
𝑥 100% = 25 % 
% Jawaban tidak = 
348
480
𝑥 100% = 72 % 
% Jawaban tidak = 
14
480
𝑥 100% = 3 % 
Sumber, Penulis, 2016 
 
Gambar 2 
Diagram Persentase Pemahaman Pajak Terhadap  
Tatacara Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak 
 
 
Sebanyak 72% responden tidak 
mengetahui tata cara pelaksanaan program 
pengampunan pajak. Kurangnya sosialisasi 
atau bahkan pada saat sosialisasi tidak 
dijelaskan secara rinci bagaimana program 
pengampunan pajak. Bahkan menurut 
salah satu responden Dedeh Farida 
menyatakan tidak mengetahui apa yang 
dimaksud dengan dana repatriasi dan 
deklarasi serta tidak mengetahui bank 
persepsi untuk membayar uang tebusan. 
Kondisi ini selain karena kurang sosialisasi 
juga disebebkan masalah waktu yang tidak 
sinkron, dimana UU disyahkan pada 
tanggal 1 Juli, benar-benar efektif pada 
akhir Juli. Sosialisasi dan penyelesaian 
aturan pelaksanaan berikut penyoapan 




Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tanggapan Wajib Pajak  




jawaban Ya Tidak Kosong 
Menurut Anda Apakah kebijakan Tax 
Amnesty akan  meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak? 
 
113 5 2 120 








% Jawaban ya = 
113
120
𝑥 100% = 94 % 
% Jawaban tidak = 
5
120
𝑥 100% = 4 % 
% Jawaban Kosong = 
2
120
𝑥 100% = 2 % 
 
Sumber : Penulis, 2016 
Gambar 3 
Diagram Persentase Tanggapan WP Terhadap  
Keberhasilan Pelaksanaan Pengampunan Pajak 
 
Hampir 94% responden 
menyatakan keoptimisannya bahwa 
program pengampunan pajak dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
asalkan ada sosialisasi secara menyeluruh 
yang dilakukan oleh pemerintah sehingga 
para wajib pajak atau calon-calon wajib 
pajak dengan penuh kesadaran akan patuh 
terhadap kewajibannya dalam membayar 
pajak serta tidak ada lagi rasa takut jika 
berhadapan dengan data pajak. Salah satu 
responden Fitria Monica menyatakan 
dengan adanya program pengampunan 
pajak, wajib pajak akan mendaftarkan 
badan usahanya dan melaporkan aset-aset 
yang dimiliki. Sedangkan menurut 
Muhammad Fahmi Ramadhandari PT 
Asuransi Central Asia menyatakan 
perlunya sosialisasi secara mendalam 
mengenai pengampunan pajak agar 
kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.  
Sedangkan menuru Halim Effendi 
kepatuhan akan meningkat jika peraturan 
pajak tidak berubah-ubah. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang 
telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Undang – Undang No 11 Tahun 2016 






disyahkan oleh Presiden RI pada 
tanggal 01 Juli 2016. 
2. Sejak digulirkannya UU No. 11 Tahun 
2016, masih banyak wajib pajak yang 
belum memahami mengenai 
pelaksanaan UU tersebut. Kondisi ini 
disebabkan kurangnya infomasi dan 
sosialisasi yang diperoleh wajib pajak 
serta tidak ada penjelasan secara rinci 




1. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini 
adalah Dirjen Pajak melakukan 
berbagai macam sosialisasi melalui 
seminar atau pun workshop yang 
dilakukan tidak hanya untuk instansi 
saja tapi juga untuk masyarakat 
akademisi dan masyarakat umum. 
Sosialisasi melalui beberapa media 
masa pun dapat dilakukan sehingga 
masyarakat dapat memahami dengan 
baik dan benar tentang pengampunan 
pajak. 
2. Untuk penelitian selanjutnya agar 
dapat memilih sampel lain misalnya 
wajib pajak usahawan ataupun wajib 
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